
BUPATI PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN PACXTAN TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Hengingat 

BUPATI PACITAN, 

a. bahwa un tuk mclaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahim 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pcrtanggungawaban 
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun 
Anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huru f a d i atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pertanggung'awaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun Anggaran 2012. 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 {Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2730). 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 {Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569). 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran. 
Negara Nomor 3852). 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahtm 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286). 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahtm 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355). 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahtm 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahim 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400). 

8. Undang-tmdang Nomor 25 Tahim 2004 tentang Sistem Percncanaan 
Pembangiman Nasional (Lembaran Negara Tahtm 2004 Nomor 104, 
tambahan lembaran Negara Nomor 4421). 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahtm 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahtm 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahtm 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahtm 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438). 

11 . Undang-Undang Nomor 28 Tahtm 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahtm 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049). 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahtm 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Pertmdang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234). 

13. Perattiran Pemerintah Nomor 109 Tahtm 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Tahtm 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4028). 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahtm 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan 
RalQ^at Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa 
kal i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahtm 2007 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran 
Negara Nomor 4712). 

15. Perattiran Pemerintah Nomor 23 Tahtm 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umtim sebagaimana telah diubah dengan 
Perattiran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 

16. PeraturEm Pemerintah Nomor 55 Tahtm 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahtm 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4575). 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahtm 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahtm 2010 
(Lembaran Negara Tahtm 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5155). 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahim 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578). 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Pcnetapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Tahim 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4585). 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
NegEira Nomor 4857). 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4582). 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Mil ik Ncgara/Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) yang telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahim 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4855). 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614). 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Pcrwakilan Ralgrat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693). 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, TambahEin Lembaran Negara Nomor 
4737). 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738). 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Pcrangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741). 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Pcrwakilan Ralq^at Daerah tentang 
Tata Tertib Dewan Pcrwakilan Ralq^at Daerah (Lembarain Negara 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104). 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161 ). 



3 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Ncgeira Nomor 4503). 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59). 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5272). 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pengan^aran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan DPRD scrta Tata Cara Pcngembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. 

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas 
penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 20/PMK.07/2009. 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Panganggaran dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012. 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

4 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 
Seri C tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 
15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 
Tanggal 18 JuU2007). 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tanggal 12 Ju l i 
2006). 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tanggal 18 
Desember 2006). 



44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan 
RalQ^at Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 
Tahun 2007 Tanggal 4 September 2007). 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal 
4 September 2007). 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25). 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Oiganisasi Sekxetariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Pcrwakilan Ral^at Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2007 Nomor 26). 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang 
Oi^anisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2012 (Lembaran Daerah 4 Tahun 2011). 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 
5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5). 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29). 

51 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan barang Mil ik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2009 Nomor 9). 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jat im 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 5). 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 8). 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 9). 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 10). 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 11). 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2010 Nomor 12). 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahim 2010 Nomor 13). 



59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 14}. 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 15). 

6 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2010 Nomor 16). 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 18). 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir d i Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19). 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20). 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang 
Retribusi Tempat Relaeasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21). 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2010 Nomor 22). 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5); 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahim 2011 - 2016; 

70. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat 
Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 
Nomor 18). 

7 1 . Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19). 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2011 Nomor 20). 

73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tiomor 21 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2011 Nomor21). 

74. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2011 Nomor 22). 

75. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2 0 U Nomor 23). 



76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 20 U tentang 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24). 

77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2011 Nomor 25). 

78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2011 Nomor 26). 

79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahim 2011 Nomor 27). 

80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2011 Nomor 28). 

8 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2012. 

82. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun Anggaran 2012. 

Dengan Persetii^uan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

dan 

BUPATI PACITAN 

HEBIUTUSKAN: 
MeneUpkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 9 2012. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD ) berupa Laporan Keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggairan ; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; dan 
d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan Laporan Kineija dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 
Usaha Mil ik Daerah / Perusahaan Daerah. 



Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huru f a Tahun Anggaran 2012 sebagai ber ikut : 
a. Pendapatan Rp. 958.677.538.872,56 
b. Belanja Ro. 964.961.884.972.05 

Defisit Rp. (6.284.346.099,49) 

c. Pembiayaan 
1 Penerimaan Rp. 57.223.738.546,71 
2 Pengeluaran Rp. 2.500.000.000.00 

Surplus Rp. 54.723.738.546,71 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 sebagai ber ikut : 
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp. 17.091.208.773,85 dengan rincian sebagai ber ikut : 
a. Anggaran pendapatan setelah 

perubahan Rp. 941.586.330.098,71 
b. Realisasi Rp^ 958.677.538.872.56 

SeHsihLcbih Rp. 17.091.208.773,85 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp. 30.821.683.673,37 dengan rincian sebagai ber ikut : 

a. Anggaran belanja setelah 
perubahan Rp. 995.783.568.645,42 

b. Realisasi Bp, 964.961.884.972.05 
SeUsihKurang (Rp. 30.821.683.673,37 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp. 47.912.892.447,22 dengan rincian sebagai ber ikut : 

a. Surplus/defisit setelah 
perubahan (Rp. 54,197.238.546,71) 

b. Realisasi (Rp^ 6.284.346.099.491 
Selisih Lcbih Rp. 47.912.892.447,22 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp.26.500.000,00 dengan rincian sebagai ber ikut : 

a, Anggaran penerimaan 
pembiayaan setelah 
perubahan Rp. 57,197.238.546,71 

b. Realisasi Rp, 57.223.738.546.71 
Selisih lebih Rp. 26.500.000,00 



(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp. 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran 
pembiayaan 
perubahan 

b. Realisasi 

pengeluaran 
setelah 

Rp. 
R R I . 

Selisih kurang (Rp. 

3.000.000.000,00 
2.500.000.000,00 

500.000.000,00) 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 
Rp. 526.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan neto 
setelah perubahan Rp. 54.197.238.546,71 

b. Realisasi Rp^ 54.723.738.546,71 
Selisih kurang Rp. 526.500.000,00 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huru f b per 31 Desember 
Tahun 2012 sebagai ber ikut : 
a. JumlahAset Rp. 1.638.738.722.308,25 
b. Jumlah Kewajiban Rp. 1.660.971.118,07 
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.637.077.751.190,18 

Pasal 5 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huru f c un tuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai 
ber ikut : 
a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 

2012 
b. Arus Kas dari aktivitas operasi 
0. Arus Kas dari aktivitas investasi non 

keuangan 
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan 
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran 
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 

Tahun 2012 

Rp. 48.693.881.119,45 

Rp. 143.739.598.125,64 

Rp. (148.418.436.879,28) 

Rp. (2.223.500.000,00) 

Rp. 2.849.893.829,60 

Rp. 44.641.436.195,41 

Pasal6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d 
Tahxm Anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitati f 
maupun kualitati f atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasa l? 

Pertan^ungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah in i , terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran ; 



1 Lampiran I . l : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

2 Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 

3 Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan ; 

4 Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
un tuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 

5 Lampiran 1.5 : Daftar Piutang Daerah ; 
6 Lampiran 1.6 ; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ; 
7 Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah ; 
8 Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan pengurangan 

Aset Lainnya; 
9 Lampiran 1.9 : Daftar Kegiatan - Kegiatan yang Belum 

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 
Berikutnya; 

lOLampiran I.IO : Daftar Dana Cadangan Daerah ; 
b. l l L a m p i r a n I . i l : Daftar Pmjaman daerah dan Obligasi Daerah ; 
c. Lampiran I I : Neraca; 
d. Lampiran III : Laporan Arus Kas ; 
e. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pasal 8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(2) terdiri d a r i : 
a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah in i . 
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah in i . 

Pasal 9 

Bupati Pacitan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian 
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembairan Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan dl Pacitan 
Pada tanggal ^ - ^ • 2013 

, BUPATI PACITAN^ 

(c INDARTATO 

http://llLampiranI.il


1 Lampiran I . l : 

2 Lampiran 1.2 : 

3 Lampiran 1.3 : 

4 Lampiran 1.4 : 

5 Lampiran 1.5 
6 Lampiran 1.6 
7 Lampiran 1.7 

8 Lampiran 1.8 

9 Lampiran 1.9 

lOLampiran 1.10 
b. l l L a m p i r a n I . i l 
c. Lampiran I I 
d. Lampiran I I I 
e. Lampiran IV 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan ; 
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ; 
Daftar Resdisasi Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Daerah ; 
Daftar Realisasi Penambahan dan pengurangan 
Aset Lainnya; 
Daftar Kegiatan - Kegiatan yang Belum 
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 
Berikutnya; 
Daftar Dana Cadangan Daerah ; 
Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah ; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas ; 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pasal 8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(2) terdiri d a r i : 
a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah in i . 
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah in i . 

Pasal 9 

Bupati Pacitan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian 
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal ^ - ? - 2013 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

http://llLampiranI.il


Pasal 10 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 

Pada tanggal 2 - 8 -2013 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 2 Agustus 2013 
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